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ABSTRAK

Perihal mengeluarkan izin atau melakukan perpanjangan izin tempat usaha
di kota Pekanbaru ialah hal yang bersifat putusan (decision), yang mana peristiwa
ini masuk ke dalam ranah hukum publik dan hukum administrasi negara yang di
selenggarakan oleh.Dinas. Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMTSP) Pekanbaru. Dalam praktik peromohoenan izin- tersebut, tidaklah
semuanya yang dikabulkan sebab tata cara permohonan yang terbilang rumit oleh
Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Pekanbaru tahun 2020 sampai 2021.
Terjadinya penolakan dalam_hal-pengajuanizin pada umumnya diakibatkan oleh
persyaratan yang tidak lengkap atau memadai.

Berdasarkan dari permasalahan yang penulis jabarkan, maka menentukan
pokok masalah utama tentang Bagaimana Pelaksanaan Pemberian izin tempat
usaha berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2000
Tentang Izin Tempat Usaha dan Penerapan Sanksi terhadap usaha yang tidak
memiliki izin berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun
2000 Tentang Izin Tempat Usaha.

Dalam penulisan ini jika menilik dari jenis penelitian yang menggunakan
metode penelitian observational research dan survey langsung ke lokasi tempat
penelitian agar mendapatkan data yang dibuktikan dengan alat pengumpul data
berupa wawaneara beserta kuesioner. Penelitian ini bersifat deskriptif berupa kata
tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati, lalu menarik kesimpulan dari hal
yang umum ke hal yang khusus.

Dalam praktik di lapangan, pemberian izin tempat usaha di Kota
Pekanbaru tidak berlangsung sebagaimana mestinya, hal ini membuktikan jika
para pelaku usaha masihbanyak yang tidak mengantongi-izin tempat usaha. Para
pelaku tidak diganjar sanksi yang tegas dari pemerintah kota Pekanbaru. Sebagian
dari mereka hanya mempunyai izin dari RT/RW _setempat. Maka hal ini butuh
kesadaran dari para pelaku usaha dan pemberian edukasi oleh pemerintah daerah.

Kata Kunci : Perizinan, Usaha, Pangkas Rambut



Abstract

The matter of issuing a permit or extending a business place permit in the
city of Pekanbaru is a matter of decision (decision), in which this event falls into
the realm of public law and state administrative law which is organized by the
One Stop Integrated«Service Investment Office (DPMTSP) Pekanbaru. . In the
practice of applying for permits, not-all of them are granted because the
application procedures are quite complicated by the Pekanbaru City One Stop
Investment Office from 2020 to 2021. The rejection in the case of applying for
permits is generally caused by incampléete or adequate requirements.

Based on the problems that the author describes, then determine the main
subject matter of How to Implement the Granting of a place of business permit
based on the Pekanbaru City Regional Regulation.Number 7 of 2000 concerning
Business Place Permits and the Application of Sanctions to businesses that do not
have a permit based on the Pekanbaru City Regional -Regulation Number 7 of
2000 About Business Place Permit.

In this paper, if you look at the type of research that uses observational
research research methods and direct surveys to the location of the research site
in order to obtain data as evidenced by data collection tools in the form of
interviews and questionnaires. This research is descriptive in the form of written
or spoken words from people who are observed, then draws conclusions from
general things to specific things.

In practice in the field;/the granting“of-a place of .business permit in
Pekanbaru City does not take place as it should, this proves that there are still
many business actors who do not have a business place permit. The perpetrators
were not given strict sanctions from the Pekanbaru city gevernment. Some of them
only have a permit from the local RT/RW. So this requires awareness from
business actors and the provision of education by.local governments

.Keywords: Licensing, Business, Barbershop
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

bersifat
supaya tia aktifi n _warga negara maupun
pemerint a berjalan: : ' g dik m sebutan hukum.
g berlandaskan

Undang-undang

Aristoteles (Ridwan HR, 2010:2). Dimana pemerintahan dilaksanakan untuk
mencapai kepentingan umum yang bukan dogma maupun hukum yang
diciptakan sepihak yang mengenyampingkan keputusan serta ketetapan.
Sebagai negara yang tunduk pada supremasi hukum, prinsip Indonesia
adalah mengakui bahwa hubungan atau kehidupan interaktif dalam masyarakat

dibatasi dengan melindungi hak-hak individu dan masyarakat. Hal ini untuk



menjustifikasi asas negara hukum yang mencerminkan karakteristik suatu
negara di bawah negara hukum. Pada dasarnya otonomi daerah adalah hak,
wewenang, dan kewajiban yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah (daerah..otonom) untuk:mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan daerah dan kepentingan sosial daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Hak, wewenang, dan kewajiban tersebut diberikan agar daerah dapat
berkembang sesuai dengan keinginan dan kemampuan daerah itu sendiri.
Artinya, untuk pelayanan publik pemerintah dan kesejahteraan rakyat di semua
daerah yang sangat berbeda, pemerintah " pusat tidak dapat sepenuhnya
menjalankan urusan pemerintah pusat di bawah kekuasaan-pemerintah pusat.
Di dunia, di sisi lain, negara kesatuan Republik Indonesia meliputi nusantara
dan wilayah negara yangsangat luas. (Siswanto, 2005:6).

Adapun pekerjaan pemerintahan yang dapat dilakukan oleh daerah
sendiri, cukup baik memiliki kebijakan otonomi agar setiap daerah lebih siap
untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan  kesejahteraan masyarakat
setempat. Otonomi daerah dengan mengekstraksi maknanya dari pengenalan
konsep negara atau republik dari zaman Yunani, kata otonomi atau otonomi
berasal dari bahasa Yunani, yaitu self artinya sendiri, dan nomous artinya
undang-undang atau peraturan jika diartikan secara harfiah sebagai otonomi.
mengatur diri sendiri atau self-regulation. Dengan pemahaman dasar demikian,
maka ungkapan otonomi daerah dalam pasal 1 ayat 5 UU No. 32 Tahun 2004

sudah benar. Berdasarkan fakta ini, keraguan dan multitafsir tentang otonomi
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daerah dihilangkan, terutama yang akan datang, meskipun tidak ada yang baru

dalam filosofi, jenis dan definisi terus berkembang seiring dengan dinamika

kehidupan. Amandemen tahun 2000 tercatat sebagai dasar yang konkrit dan

daerah. Pengawasan memiliki arti umum sebagai kegiatan utama manajemen,
yang berusaha untuk menjamin supaya segala aktivitas dilaksanakan sesuai
dengan rencana dan berdasarkan hasil yang diinginkan. Pengawasan
merupakan salah satu bentuk kontrol penting dari lembaga-lembaga nasional
yang memastikan bahwa semua operasi, fungsi, dan program yang dijalankan

pemerintah berjalan dengan baik. Fungsi pengawasan dapat mengontrol



pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan selama proses pengawasan, yang
berdampak besar pada hasil. (Elvy Nielwati, 2017:1).

Berdasarkan nomor Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tugas
pemerintahan adalah fungsi-pemerintahan.yang mempunyai hak dan kewajiban
seluruh jajaran dan/atau unsur penyelenggara pemerintahan untuk mengatur
dan mengurus fungsi yang .merupakan-kewenangan mengayomi, mengayomi,
memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Dan menurut Undang —
undang Nemor 23 Tahun 2014, urusan Pemerintahan adalah kekuasaan
pemerintahan yang merupakan kekuasaan presiden, dan penyelenggaraannya
dilakukan oleh kementerian pusat dan penyelenggara pemerintahan daerah,
memberdayakan masyarakat untuk mengabdi, mengayomi, dan mensejahterakan.
Izin atau vergunning adalah kontrak yang menyimpang dari larangan hukum
umum dalam keadaan tertentu pemerintahan berdasarkan-undang-undang atau
peraturan pemerintah. Utrecht memberikan pemahaman Vergunning sebagai
berikut: sementara legislator umumnya tidak melarang tindakan, mereka
mengizinkan tindakan pemerintah daerah yang mengizinkan mereka jika
mereka melakukannya, selama mereka dilaksanakan sebagaimana ditentukan
untuk setiap masalah tertentu. (Adrian Sutedi, 2011:167).

Izin atau lisensi adalah pemberian legitimasi kepada orang perseorangan
atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu dalam bentuk salah satu surat izin
pendaftaran usaha. lzin adalah salah satu Metode yang paling banyak
digunakan dalam administrasi untuk memandu perilaku  warga

negara.(Philipus, 1993:2). Marbun dan Mahfud menjabarkan perizinan sebagai
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badan pengatur yang pada umumnya tidak melarang suatu perbuatan, selama
perbuatan itu dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Badan

administrasi negara memperbolehkan tindakan itu diizinkan.. (Marbun,

1987:27).

dengan konsep memaksimalkan pelayanan terbaik dengan menawarkan tukang
cukur yang terampil, tempat yang nyaman, tempat yang mudah dijangkau dan
harga yang dirasakan wajar. Pangkas rambut terkini menawarkan creambath,
cukur, pewarnaan, highlight, pijat, dan tato rambut. Konsep utama seorang

penata rambut adalah menguasai gaya rambut pria modis terbaru dan berbagai
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model berdasarkan citra maskulin dan teknologi penata rambut untuk
mengakomodasi kenyamanan pelanggan.

Penata rambut juga memiliki layanan yang memudahkan pelanggan untuk

igunakan untuk

masa lalu, itu

pemerintah dan birokrasi yang ada maka pemerintah membuat sebuah
perizinan yang berfungsi sebagai penertib dan sebagai fungsi pengatur (Bahsan
Mustafa, 1990:37)

Dengan dibuatnya peraturan dareah Kota Pekanbaru nomor 7 tahun 2000

tentang izin tempat usaha sebagaimana pada Pasal 2 menjelaskan bahwa :
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“Setiap pengusaha yang mendirikan dan atau memperluas tempat-tempat
usahanya diwajibkan memiliki 1zin Tempat Usaha”, maka perizinan

pemerintah kota Pekanbaru secara terintegrasi melalui sistem satu pintu

keseluruhan pangkas rambut yang buka tidak memiliki izin. Menilik dari
fenoman yang peneliti temukan di lapangan, pangkas rambut yang tidak
memiliki izin telah melanggar Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 7 tahun

2000 tentang izin tempat usaha.
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Seharusnya pelaku usaha haruslah mengikuti aturan guna keberlangsungan

usaha tersebut yang aturan tersebut ialah Perda Kota Pekanbaru No. 7 tahun

2000 tentang izin tempat usaha.

maka hal — hal

ercantum dalam

1. i erian 1zi a Pangkas Rambut

. Penerapan sanksi kepada Tempat Usaha Pangkas Rambut yang tidak
memiliki izin Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 7
Tahun 2000 tentang 1zin Tempat Usaha (Studi di Kecamatan Bukit

Raya Kota Pekanbaru)



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

C. Tujuan dan Manfaat
Tujuan yang berkehndak dapat dicapai dani penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Untuk me ahu 3 inT at ha Pangkas Rambut

pendidikan sarjana dan memperoleh gelar sarjana hukum. Secara
khusus, penelitian juga berguna bagi penulis yang menganalisis dan
menjawab rasa penasaran penulis tentang rumusan masalah dalam

penelitian.
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Tinjauan Pustaka
Masuknya administrasi negara dalam kehidupan privat warga

bertujuan untuk menjalankan fungsi bestuurzorg di atas. Hal ini tentu

.
o
ﬂ
»
F
o

‘ .
< ‘

tentang keberadaan negara, yang dalam arti sempit administrasi berarti,
yaitu seluruh proses penulisan, surat menyurat dan penolakan surat,
pengelolaan naskah dan semua catatan yang direkam. Kemudian,
pengertian hukum administrasi nasional menurut De la Bassour Kaan

adalah fungsi-fungsi negara (hukum) dan seperangkat aturan khusus yang
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memungkinkan aturan-aturan tersebut mengatur hubungan antara warga
negara dan pemerintah masing-masing negara (Anggara,2012:78).

Dalam menjalankan tugasnya hukum administrasi negara menganut asas-

.’.‘

rus sesuai dengan

@

: - upan mereka karena tujuan

-y

utama pembentukan pe dalah untuk menjaga ketertiban sosial
dan hidup jujur. Pemerintah diharapkan untuk melayani masyarakat, bukan
untuk melayani diri sendiri, dan untuk memajukan pengembangan
keterampilan dan kreativitas mereka, terutama untuk mencapai tujuan
kepentingan umum. (Sugiyono,2013.9)

Pelaksanaan di bidang pelayanan publik memerlukan penataan

yang baik dan profesional agar pelayanannya ramah, memenuhi keinginan
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dan menanggapi keluhan masyarakat sehingga harapan dan keinginan

terpenuhi. Harapan bersumber dari kebijakan dan sarana hukum yang

dapat menjadi bahan acuan peraturan dan perundang-undangan agar

tonomi tertentu
sisi mata uang
demokratisasi.
tidak memadai,

namun dalam

2012:88).

Undang-Undang Otonomi Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan jika
asas otonomi daerah menganut asas yang luas, yaitu daerah berhak
mengurus dan mengatur segala urusan pemerintahan di luar urusan
pemerintahan yang diatur dalam undang-undang ini. Mengembangkan

kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, perbaikan dan prakarsa
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yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya
untuk memberdayakan masyarakat..

Pemrosesan penyelenggaraan pemerintahan atas dasar asas

p pada dasarnya

rsebut  dalam

ewenang, dan
mengatur dan

prinsip

@ eV dan Negara Kesatuan

Republik Indonesia ‘ J perhatikan prinsip demokrasi (Haw.
Widjaja, 2013:37).
Salah seorang ahli administrasi nasional bernama Stroink
mengatakan bahwa sumber kewenangan pejabat atau badan/organisasi
pemerintah ini dapat diperoleh dengan beberapa cara: dengan
pendelegasian atribusi dan dengan titipan. Kekuasaan pemerintah/lembaga

adalah yang didukung oleh hukum positif untuk mengatur dan
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memeliharanya. Tentu saja, tanpa otoritas, tidak dapat membuat keputusan

pengadilan yang baik. Secara umum, administrasi adalah alat hukum bagi

penguasa untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat, dan administrasi

pelayanan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara. badan-badan
pemerintah pusat-pusat regional. Dan dalam rangka upaya pemenuhan
kebutuhan masyarakat pada badan usaha milik negara atau jasa, dan juga
dalam rangka menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan,

termasuk jajaran pemerintahan kecamatan, pembuatan surat pengantar
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untuk membuat KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan. Upaya
pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang manajemen.

Pelayanan publik berada di garis depan interaksi masyarakat-

hkan layanan. Secara

%
d

pelaya an prima dan

isahkan dari

emberikan

dalam semua

ah, daerah dan

EAaNY

anan publik—

kan tata kelola

UK
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b}
>
3
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masyarakat, mereka terdiri dari orang-orang dan kelompok masyarakat,
dan masyarakat selalu membutuhkan pelayanan, tetapi pelayanan publik
tidak dapat dipisahkan dari pemerintah yang diatur oleh negara. Pelayanan
publik adalah semua Kkegiatan pelayanan yang dilakukan oleh

penyelenggara pelayanan publik untuk menegakkan ketentuan hukum dan



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

peraturan untuk memenuhi kebutuhan penerima pelayanan. (Nina

Rahmayanty, 2010:85).

Menurut B. Linois di Buku Etika Publik, pengertian pelayanan

Bitner, kepuasan pelanggan adalah "penilaian pelanggan apakah suatu
produk atau layanan memenuhi kebutuhan dan harapan mereka".
Konsumsi yang puas dari produk / layanan yang dibeli dan digunakan.
Akan menggunakan kembali produk yang disediakan . Di sisi lain,
menurut Kotler, kepuasan adalah tingkat produk yang dirasakan sesuai

dengan harapan pembeli. Kepuasan konsumen diartikan sebagai produk
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yang sesuai dengan kenyataan yang diterima oleh konsumen. Kepuasan

konsumen diukur dengan bagaimana harapan konsumen terhadap suatu

produk atau jasa sesuai dengan kinerja atau harapan produk. (Ivonne

Terkait pelayanan perizinan, pemerintah berupaya menciptakan
sistem pelayanan yang optimal. Salah satu langkah pemerintah adalah
mengumumkan kebijakan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). PTSP
(Pelayanan Terpadu Satu Pintu) adalah layanan yang berjalan di kantor
yang membutuhkan semua layanan yang dapat dihubungi dan dilayani

oleh kantor. Perangkat penyedia layanan melalui layanan terpadu Satu



Pintu perlu benar-benar dikonfigurasi, diperbarui, dan ditingkatkan untuk
mengubah citra perangkat yang lamban sebelumnya.

Dalam hal ini, kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
dilaksanakan oleh pemerintah kota .dan kotamadya untuk memastikan
bahwa pelayanan publik, khususnya layanan berlisensi dan tidak
berlisensi, meningkat_dengan /cepat,; murah, mudah, transparan, andal, dan
dengan harga terjangkau yang direkomendasikan oleh pemerintah kota.
Anda dapat mewujudkan hak publik atas layanan tersebut. Saat ini
Mahkamah Agung dan sub-pengadilannya sedang melaksanakan Peraturan
Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006, Kebijakan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (Fatah Hidayat, 2019:18), untuk menata dan-menyederhanakan
sistem pelayanan publik. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk-menciptakan proses
pelayanan yang memberikan pelayanan kolusi dan afiliasi antikorupsi yang
cepat, mudah, transparan, terukur, berprestasi, dan bertanggung jawab
sesuai dengan Kkriteria yang telah ditetapkan..

Pelayanan dan pelayanan publik secara umum dapat diartikan
sebagai bentuk pelayanan, asas bentuk dan tanggung jawab barang publik,
dari pusat, daerah, badan usaha milik negara dan masyarakat dalam badan
usaha milik daerah untuk menegakkan hukum dan peraturan untuk
memenuhi kebutuhan warga negara. Secara umum, orang Yyang
menyelenggarakan urusan publik adalah pegawai negeri sipil yang

memiliki persyaratan untuk memahami bagaimana melakukan urusan
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publik yang ditentukan dan diangkat oleh pegawai negeri dan diberi
kewajiban sebagai pegawai negeri dan negara lain. (Jazim Hamidi,

2012:94)

3
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masyarakat berdasarkan kondisi dan karakteristik daerah, berpotensi.
(Siswato Sunarno, 2006:35).

Keberadaan sarana perizinan secara khusus ditujukan untuk
memfasilitasi, mengatur, mengelola, dan mengawasi kegiatan usaha di
bidang rekreasi dan hiburan umum yang dikelola baik oleh badan hukum

maupun perorangan, namun tujuan pemberian izin usaha adalah sebagai
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melindungi kepentingan umum dan memberdayakan kotamadya untuk
mengumpulkan pembalasan sebagai sumber pendapatan asli daerah

(Ridwan HR, 2008:247). Suatu ketentuan adalah pengecualian dari suatu

engatur warga

. Lisensi adalah

.Q uga-memperkenankanya asal saja
diadakan secara yat ‘ g smg-masing hal konkrit maka
perbuatan administrasi memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu
izin” (Philipus, 2001:257). Di lain sisi, izin adalah tindakan yang
umumnya tidak diizinkan, tetapi secara khusus, itu adalah tindakan yang
mengizinkan melalui prosedur yang ditentukan dalam setiap kasus. (Victor

Situmorang, 1989:142).
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Pada hakekatnya izin adalah suatu keputusan yang memberi

wewenang kepada suatu badan atau badan pemerintah, yang pada dasarnya

tampak seperti ini:

memiliki tanggal kedaluwarsa yang relatif singkat.

6. lzin jangka panjang adalah izin untuk kegiatan tipe yang memiliki
tanggal kedaluwarsa atau berjangka panjang.

7. lzin pribadi adalah ketika izin tergantung pada individu dan pemohon

izin pribadi, atau pada kualifikasi.
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1. Otorisasi Pribadi adalah ketika otorisasi bergantung pada individu dan
pemohon atau hak otorisasi pribadi.

Jika aturan umum melarang tindakan tetapi masih mengizinkannya,

an masyarakat.
unawan Wijay

ntuk melakukan

Widjaja, 2001:3).

Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi
pengaturan dan kegiatan yang harus dikelola oleh pemerintah dan
masyarakat. Lisensi dapat berupa tanda daftar, harga, dan izin usaha. Ini

biasanya perlu diperoleh oleh individu atau badan hukum sebelum
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menyelesaikan aktivitas atau tugas apa pun yang dimiliki oleh lembaga /
perusahaan atau individu.

Memahami arti lisensi menimbulkan pertanyaan. Apa itu hukum

zin adalah untuk mengendalikan

kegiatan pemerintahan dalam hal-hal tertentu yang ketentuannya
mencakup tata cara yang harus dilakukan oleh semua pemangku
kepentingan dan pegawai negeri sipil yang berwenang. lzin dianggap
sebagai pelopor dalam sarana hukum sebagai (Ridwan HR, 2010:150) :

1) Pemberi arahan/pedoman

2) Penerapan dalam masyarakat
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3) Merancang kehidupan warga negara secara adil

4) Mengendalikan kegiatan sosial bermasyarakat

5) Alat untuk menertibkan warga negara

Sjachran Basah menuturkan jika “izin adalah perbuatan hukum
administrasi negara yang bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan
dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana

ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang - undangan” (Syaiful B.R,

2012:125). Oleh karena itu, izin merupakan ketentuan yang ditetapkan
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oleh pemerintah untuk menentukan atau melakukan suatu tindakan yang
dibenarkan oleh undang-undang, atau aturan yang berlaku untuk itu.

E. Konsep Operasional

‘ nenyatukan pendapat,
R LA L)) z

apelitian ini,

Tahun 2000, pelanggan dikenakan biaya yang diperlukan.
F. Metode Penelitian
Metode penelitian yang penulis gunakan untuk menggambarkan,

menanggapi, dan menganalisis topik meliputi:
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1. Jenis Penelitian
Metode berdasarkan pengembangan judul di atas, maka pendekatan

masalah yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan aspek

engawasan dan

hambatan izin

Bahan pengikat utama dalam hal ini berupa peraturan perundang-
undangan terkait, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor

7 Tahun 2000 tentang Perizinan.
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3. Lokasi Penelitian
Salah satu kawasan strategis yang dioperasikan oleh perusahaan

komersial adalah kota Pekanbaru, karena terdiri dari beberapa

rupakan kota
engan  tingkat
Penulis juga
al dan Pelayanan

nyediakan data

objek penelitian, untuk membantu peneliti mendefinisikan penelitian.

Sampel juga merupakan bagian dari populasi yang ada, sehingga
untuk mendapatkan pengambilan sampel wajib menggunakan cara
tertentu yang berdasarkan melalui pertimbangan-pertimbangan yang

ada.
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Mengenai populasi berikut bagannya :

orang. Dari tabel yang sakan disajikan tidak ada pangkas rambut di

kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru yang memiliki izin usaha,
sangat berbanding terbalik dengan pangkas rambut yang terdaftar
atau yang mempunyai izin usaha dari dinas pelayanan terpadu
Pekanbaru. Berikut ini adalah data pangkas rambut yang

mengantongi izin usaha :



Tabel 1.1
Pangkas Rambut Yang Memiliki Izin Usaha di
Kota Pekanbaru

No. Tahun No Izin Merek Usaha Jenis Usaha

Barbershop

RN
2

“"
RS
-
=
@
O
QD
>
<
QD
)
=
«u
5
D

DI disay yepepe fur udwnyo(

ng | 2neliti temukan di lapangan,

LI\

pangkas rambut yang I izin telah melanggar Peraturan

nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

Daerah Kota Pekanbaru No. 7 tahun 2000. Tabel berikut yang tidak

mengantongi izin pangkas rambut:



Tabel 1.2
Pangkas Rambut Yang Tidak Memiliki Izin Usaha di Kecamatan
Bukit Raya Kota Pekanbaru

NO Nama usaha Merek Usaha Keterangan

N ueeyesndidg
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10

11

12

13

Barbershop

14

Barbershop Pratama

Tidak punya izin

Tidak punya izin

Tidak punya izin

15

Akayo Barbershop

Barbershop

Tidak punya izin

Sumber

DPMPTSP , dinas penanaman modal dan pelayanan satu pintu

pekanbaru 2021.
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5. Alat dan Pengumpul Data

Dalam melakukan kegiatan pengumpulan data penelitian ini, penulis

menerapkan metode pengumpulan data sebagai berikut:

izin dan yang tidak memiliki izin. Setelah semua data didapatkan, tidak hanya
bagian data primer maupun sekunder, selanjutnya data itu dikelola dijadikan
pengelompokkan sehingga dapat diklasifikasi berdasarkan jenisnya dari dua
data permasalahan pokok yang diteliti. Data yang didapatkan dalam hal
wawancara maka dapat di sajikan berupa bentuk pembahasan dengan suatu

uraian kalimat , sedangkan data yang lain di dapatkan berdasarkan hasil
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kuesioner disajikan dalam bentuk tabel, kemudian memberikan penjelasan

secara mendalam dari akar permasalahan dan hal itu mengkaitkannya kepada

pendapat beberapa ahli mengaitkan kepada pendapat beberapa ahli serta
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BAB Il

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum ng Perizinan

diartikan sebagai dispensasi atat epasan atau pembebasan dari suatu

larangan..

Pengertian lisensi dapat dibedakan menjadi pengertian sempit dan
pengertian luas, pengertian lisensi menurut Bagir manan dalam konteks luas
adalah yang mengacu pada izin untuk perilaku tertentu atau perilaku yang
dilarang secara umum yang disetujui oleh pihak yang berwenang sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. (Adrian, 2010 : 170).
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Lisensi adalah perjanjian pemberian kuasa berdasarkan undang-undang

atau peraturan pemerintah, dalam beberapa hal pemberian lisensi menyimpang

dari larangan undang-undang. Pemerintah mengizinkan pelamar untuk

1. Pasal 1 angka 8 dan 9 Peraturan Mentri Dalam Negeri nomor 24 Tahun
2006 tentang pedoman penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Pada pasal 1 angka 8 menjelaskan bahwa “izin merupakan dokumen yang
diterbitkan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan daerah atau

lainnya, itu adalah undang-undang yang menyatakan legalitas, menyatakan
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keabsahan atau memungkinkan orang atau badan usaha melakukan usaha

atau kegiatan tertentu”.

. Pada Pasal 1 angka 9 menunjukan bahwa “Perizinan adalah memberikan

i beberapa hal
“izin adalah
ang-undang  untuk

dan persyaratan

ahaman ini ada

tetapi juga meningkatkan upaya kesejahteraan masyarakat. Dengan
menjalankan fungsi, memberdayakan pemerintah untuk mengawasi
lapangan. Ditinjau dari peran pengawasan, terdapat beberapa dokumen
hukum yang berhubungan dengan fakta-fakta individual dan khusus, yaitu

berupa peraturan-peraturan. Format yang ditentukan ini dapat diterima.

Jenis klausa konstitutif adalah klausa yang menimbulkan hak baru yang



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

sebelumnya tidak dimiliki oleh orang yang disebutkan dalam undang-

undang tersebut, atau klausa yang memungkinkan tidak berlakunya

pengalihan.

Secara um erizi angan.. Dibawah ini

if. Konstruktif
ingin dicapai.

ndakan khusus

entang 1zin
Tempat Usaha. - )at Usaha adalah
izin yang diberikan W : atas nama Walikota

(1) Izin Tempat Usaha berlaku untuk jangka waktu selama 5 tahun atau jangka
waktu tertentu (kurang dari 5 tahun).

(2) 1zin Tempat usaha yang berlaku untuk jangka waktu, dikeluarkan atas dasar
beberapa pertimbangan tertentu selain persyaratan yang telah ditetapkan.

Ketentuan persyaratan dan tata cara memperoleh izin tempat usaha sesuai
dengan yang dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1);
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1. Untuk memperoleh izin tempat usaha dilakukan dengan cara mengajukan
permohonan tertulis menurut formulir dan daftar isian yang telah ditetapkan untuk
itu oleh Walikota dengan melampirkan :

a) Skema lokasi tempat usaha.

e) Gambar
f) Perhitun
g) Data mesinya
h) Jumlah tena

i) Study Ang o y an atau Usaha
Pengelolag : a . an Lingkungan (LPL) bila
diperlukan me

2. Pas Photo 3 x 4 Berwarna sebanyak
3. Surat Permohonan Penyelenggaraan pangkas rambut
4. Foto tempat usaha pangkas rambut

5. Denah Lokasi tempat usaha pangkas rambut

Syarat Teknis :

a. Survey Lokasi Tempat Usaha Warung Internet.

b. Lama pengurusan surat izin usaha diperkirakan selama 5 hari



2. Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Pekanbaru No 7 Tahun 2000 tentang Izin Tempat Usaha

Berdasarkan Pearturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2000
tentang Izin Tempat Usaha menyatakan bahwa: (Padapasal 2) “Setiap
pengusaha yang mendirikan dan atau memperluas tempat-tempat usahanya
diwajibkan memiliki izin usaha.

(Pada pasal 3):

1. Kewajiban memilikiizin tempat usaha sebagaimana maksud pasal 2
peraturan daerah ini adalah bagi pengusaha yang menggunakan tempat
usaha baik untuk kepentingan usaha jenis HO (Hinder Ordonantie) maupin
jenis non HO.

2. Usaha-usaha yang tergolong dalam jenis HO sebagaimana dimaksud ayat 10
pasal ini-: uasaha-usaha yang tergolong kedalam jenis usaha yang diatur
dalam instruksi Presiden Republik Indonesia seperti, hotel, biro perjalanan,
rental, restoran, rumah makan dan objek wisata

Adapun ketentuan persyaratan dan tata cara meperoleh izin tempat usaha :
Untuk memperolehizin tempat usaha dilakukan dengan cara mengajukan
permohonan tertulis menurut formulir dan daftar isian yang telah ditetapkan
untuk itu oleh walikota dengan 'dilampir:

1. Skema lokasi tempat usaha
2. Luas tanah/bangunan tempat usaha/surat tanah
3. Surat izin persetujuan dari pemilik tanah/surat perjanjian menyewa

4. Surat keterangan/bukti lunas/ retribusi daerah yang dikeluarkan oleh dinas
pendapatan daerah

5. Gambaran Bnagunan

6. Perhitungan kontruksi dan fondasi
7. Data mesin yang diapaki

8. Jumlah tenaga kerja

9. Study analisis mengenai dampak lingkungan (AMDA) dan atau usaha
pengelolaan lingkungan ( UKL) bila diperlukan menurut peraturan yang
berlaku
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10. Memiliki racun api yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dinas
pemadam kebakaran

11. Bagi usaha yang tergolong non HO , pemohonnya cukup dilampiri huruf
a,b,c.d dan j.

berbulan-bulan sementara perusahaan harus bergerak cepat. Banyaknya tahap

dalam proses perizinan membuang waktu dan uang. (Ridwan HR, 2002:164).
Campur tangan negara atau pemerintah secara umum dapat menimbulkan

Peraturan Perundang — undangan yang berlebihan, padahal sesungguhnya

regulasi diciptakan agar mengurangi campur tangan pemerintah atau negara

dalam kegiatan bermasyarakat khususnya dalam bidang perekonomian,



sehingga deregulasi itu ujungnya bermakna debirokratisasi (Bagir Manan,

1996:33). Walaupun deregulasi dan birokratisasi ini tetap berada dalam sektor

perizinan, tetap harus memiliki batasan tertentu..

itu sendiri,

impin dalam
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5. Dikelola oleh otoritas penerbit, lembaga penerbit dan lembaga penerbit
4. Fungsi dan Tujuan Izin Tempat Usaha
Perizinan berfungsi sebagai alat hukum yang digunakan oleh pemerintah
untuk mempengaruhi warga negara agar mengikuti rekomendasinya untuk
mencapai tujuan tertentu. Artinya melalui izin, dapat diketahui bagaimana citra

masyarakat adil dan makmur terwujud. Artinya, Syarat dan ketentuan yang
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terdapat di dalam surat izin tersebut merupakan penggerak dari beroperasinya
surat izin itu sendiri. (Sjachran Basah, 1996:2). Pada saat yang sama, Prajudi

Atmosudirdjo berpendapat bahwa sejauh menyangkut fungsi hukum modern,

“ . embatasan kehidupan
By ) )
i ﬁ akta spesifik

Dilihat dari sifat keputusannya, izin tenpat usaha merupakan bentuk
keputusan tertulis. Deskripsi persyaratan lisensi akan mencakup hal-hal berikut
(Sri Pudyatmiko, 2009:64) :

a. Organ yang Berwenang
Lisensi harus menunjukkan siapa pemberinya, biasanya dari kop surat

hingga tanda tangan lembaga pemberi lisensi. Biasanya, badan yang
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berwenang akan ditunjuk langsung oleh badan pengatur, dan badan yang

dianggap paling mumpuni oleh badan pengatur dalam hal substansi dan

tugas terkait hampir selalu terkait dengan badan pemerintah.

mengandung sifat putusan yang diberikan. Diktum terdiri dari keputusan
mutlak, termasuk hak dan kewajiban yang menjadi tujuan keputusan itu
sendiri.
d. Ketentuan, Batasan dan Syarat
Di antara berbagai, peraturan, batasan, dan ketentuan (voorschriften,

beperkingen, en voorwaaden) umumnya mencakup keputusan yang
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menyertakan izin.. Contohnya dalam Undang - Undang gangguan yang

memuat ketentuan - ketentuan seperti :

1) Regulasi yang objektif, seperti mencegah penggarapan lahan.

gsi sebagai penilaian
keputusan yang bersangkutan. Untuk menyetujui atau menolak permohonan
izin, instansi pemerintah perlu mempertimbangkan secara hukum. Ketika
instansi pemerintah dari ketentuan yang relevan mengkonfirmasi fakta

mengenai interpretasi dan didukung oleh fakta-fakta yang ditetapkan..
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f. Pemberitahuan Tambahan

Elemen penting setelah izin adalah pemberitahuan tambahan. Hal ini

karena pemberitahuan tambahan tersebut menjelaskan akibat dari

ahuan tambahan juga

LTSN Wl NS

gsi pengaturan
dan pemerinte : eh ke verlang di masyarakat.

Lisensi i era M3 : 1 elakukan regulasi,

peraturan lisensi yang relevan dengan apa yang diotorisasi atau dikeluarkan.
Tujuan pemberdayaan adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau

kecurangan. Yaitu, menangani pekerjaan di masa depan atau perjanjian di luar

peraturan yang cenderung merugikan pihak lain yang menimbulkan keraguan

dan kecemasan di masyarakat.



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

B. Tinjauan Umum Kecamatan Bukit Raya
1. Tempat berdasar geografis

Kecamatan Bukit Raya dimekarkan dengan Kabupaten Kampar sesuai

d. Kelurahan Tangkerang Labua uas 2,67 Km2

Kecamatan Bukit Raya berbatasan langsung dengan daerah kabupaten Kampar

serta kecamatan sebagai berikut:
a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sail

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Siak Hulu Kabupaten

Kampar

c. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai
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d. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tenayan Raya

Pengklasifikasian penduduk Kecamatan Bukit Raya berdasarkan jenis

kelamin dapat kita temukan bahwa jumlah penduduk Kecamatan Bukit Raya yang

selatan
Tangkerang
3 12.984 10.800 23.784
Utara
Tangkerang
4 8.990 8.485 17.475
Labuai
5 | Air Dingin 16.991 16.273 33.264
Total 54.117 55.309 104.426
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Menurut data yang diperoleh dari kecamatan Bukit Raya, maka jumlah total
penduduk 104.426 ribu jiwa, yang teehitung dari jumlah penduduk laki-laki

54.117 ribu jiwa dan penduduk wanita 55.309 ribu jiwa, dilain hal mashi banyak

um berkisar
antara 23,00C per tahun.
Kelembaban be
2. Perekon

Salah satu 1 mening ) erah adalah fasilitas

umlah fasilitas

6 koperasi.

C. Tinjaun Umum Usaha Pangkas Rambut di Kecamatan Bukit Raya
Dengan semakin berkembangnya zaman dan kebutuhan setiap orang,
manusia berubah ke era yang lebih modern. Oleh karena itu, pemilik salon

rambut mulai meninggalkan hal-hal tradisional dan mulai beralih ke cukur
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rambut yang lebih modis dan meningkatkan daya jual layanan. Biarkan orang
memiliki tempat hiburan yang lebih beragam.

Maka dari itu tinjauan perusahaan ini memuat sejarah bentuk usaha,

referensi yang epad : ara pelanggan bisa

selalu ta ate. Bahka : as rambut memiliki

hiburan at

Pijat

Cat rambut
6. Tattoo rambut

7. Hair styling pomade

A. Pangkas Rambut Di Mata Dunia

Umumnya, di Indonesia, orang mencukur rambut di salon rambut

tradisional. Namun, penata rambut tradisional memiliki banyak kekurangan,
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seperti pelayanan yang tidak memadai, kurangnya rujukan, fasilitas yang terbatas,
dan keterampilan tata rambut yang tidak memadai. Bedanya, penampilan penata

rambut merupakan kemajuan besar bagi orang-orang yang ingin mendapatkan

orja kantoran berhenti

banyak cara.t : 0 0 @ salon rambut
tradisional.
B. Penyeba

Saa yangka ut tersebar d - _ an beberapa di
kecamatan < yarakat akan layanan dan.
Sebagian be but rambut terletak d : pat padat penduduk,
seperti  sekola
perbelanjaan di Nana empunyai semua aspek

tersebut.

Pangkas rambut menggunakan beberapa aplikasi yang bertujuan untuk
mencatat siapa dan apa saja jasa yang ia gunakan.

1. Manual mode adalah aplikasi sederhana dan tradisional bagi Kkasir

barbeshop menggunakan media kertas untuk mencatat penggunaan

layanan. Metode manual memiliki beberapa kelamahan seperti seringnya
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2.

terjadi kesalahan penulisan apabila pelanggan melakukan layanan jasa

tambahan.

Otomatis mode adalah aplikasi otomatis berbasi jaringan yang

HAIRSTYLIST

RAMBUT

PANGKAS

]

OPERATOR
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Agar pengelolaan perusahaan berjalan secara efisien dan utuh, khususnya

di bidang sumber daya manusia, perusahaan sering kali menerapkan

manajemen sederhana yang dibentuk melalui struktur organisasi dalam rangka
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1)

BAB Il

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan ian lzin Tempa Pangkas Rambut
Berd a r Tahun 2000
Te aA i.l aya Kota
Pek g@“ﬁaﬁﬁ SMM’?QO

Izin rkan undang-
undang er aan tertentu
yangme ri er_r:?tua entl;:ii an perundang-
undang jug & dfart ebég"_z;\i san dari suatu

—l & b Ne—

larangan. (Ri \

Ada AF P‘w)s k pelaksanaan fungsi

pengaturan dan ' merintah terhadap
kegiatan-keg I - inan dapat berbentuk
pendaftaran,reko ! kuota dan izin untuk

melakukan sesuatu usah rus dimiliki atau diperoleh suatu
organisasi usaha atau tidkan dengan memberi izin,pemerintaha
meperkenalkjan orang-orang tertentu yang memohon nya untuk melakukan
tindakan-tindakan tertentuyang sbenarnya dilarang demi memperhatikan

kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan. (Ridwan HR,

2013 ; 229)
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A. Tata Cara Pengurusan Izin

Kesejahteraan warga negara merupakan tanggung jawab dan tugas dari

pemerintah. Pemerintah disini diwajibkan bersifat proaktif, tidak harus

varga adalah bentuk

.%“‘ .Q. intah disini

eb ‘; ambatan yang

F=)
'

o)

W 3
g oul setelah izin
tem dan funsi
aturan — aturan

yang terka

Kantor Bada de ana. Terpadu Satu Pintu

enggan melakukannya. Biasanya para pengusaha hanya mengurus izin dari
RT, kelurahan, dan pemuda setempat karna dirasa lebih mudah ketimbang
mengurus izin resmi yang diterbitkan oleh Badan penanaman modal
Pelayana Terpadu Satu-Pintu Kota Pekanbaru. Hal ini juga dikarenakan para
pengusaha tidak ingin membayar retribusi daerah dari usaha pangkas rambut

yang dijalankannya.
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Tugas pemerintah kota Pekanbaru masih terhalang oleh beberapa oknum
yang tidak memiliki izin usaha hiburan resmi yang diterbitkan oleh Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu - Satu Pintu Kota Pekabnaru,

masih terdapat
BPMPT — SP. Ikut
sertanya para ﬁ Y peraturan daerah kota
Pekanbaru No. 7 Tahu . * ﬁ'{h dak langsung menambah keuntungan
daerah yang bearasal dari retribusi usaha hiburan di Pekanbaru.

Pemerintah kota Pekanbaru menjamin kemanan para pengusaha, dari para
oknum yang melakaukan pungli untuk melindungi para pengusaha yang taat
hukum atau aturan agar perusahaan yang mereka jalankan bisa terus

beroperasi tanpa gangguan dari pihak manapun. Sampai pada saat ini warga

Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru merasakan adanya gangguan
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lingkungan yang mengguritanya bisnis usaha di beberapa tempat yang berada

di kecamata Bukit Raya Kota Pekanbaru. Guna mendaftarkan usaha pangkas

rambut adalah untuk mendapat izin dan memudahkan pemeritah mendata

yang ditanggung terbilang besar bagi mereka. Riset lapangan membuktikan bahwa
di tahun 2020 dan 2021 ada 15 pangkas rambut yang dibangun, yang telah
memiliki izin hanya 5 pangkas rambut. Disini penulis mengambil kesimbulan
akibat yang muncul adalah kebisingan, menjadi lokasi bermain judi online,
transaksi narkoba maupun barang curian, yang menyebabkan warga sekitar

merasa tidak tentarm.
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Dalam berberapa peraturan ataupun Undang — undang, syarat sah nya
harus diberikan oleh eksekutif dari Wali Kota Kepala Daerah atau Bupati. Jika

dalam melaksanakan penerbitan izin usaha ada kekurangan terkait prosedur,

tahun 2000

a)

& e

Data mesin apa yang digt

g) Perhitungan fondasi/konstruksi
h) Memperhatikan dampak kepada lingkungan
i) Mempunyyai racun api

J) Jumlah tenaga kerja yang bekerja
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Badan Pelayanan Terpadu dan Penananmaan Modal Satu Pintu mewajibkan
kepada pengusaha yang telah mendapatkan surat izin usaha bahwa :

1) Setiap pemilik usaha diwajibkan melakukan pendafatran ulang setiap

an papan nama

ersebut

rambut yang dimiliki ke pelayanan untuk dilayanani dalam
menerbitkan surat izin usahanya” maka dari itu setiap pemohon harus
menyertakan persyaratan sebagai berikut :

a. Nama dan Alamat Pribadi

b. Alamat Perusahaan

c. Nomor Handphone
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d. Keterangan tentang badan usaha :

Tabel 3.2
Jawab enai
No
1
i
2 & = = |5
um e L A
Sumber liti
Berdasa kg
KANBA
dilihat (100
Penyelengaaraa intu

responden yang m i

petugas.

ap Usaha Warnet

sentase

100%

100%

luruh responden
dilakukan Dinas
dan tidak terdapat

sanaan pendataan oleh

Menilik dari peraturan daerah No. 7 tahun 2000 tentang izin tempat usaha

dimana khusunya pasal 6 menyebutkan bahwa untuk memperoleh izin tempat

usaha pemohon izin wajib menyerahkan permohonan tertulis yang ditujukan

kepada Walikota Pekanbaru yang dibantu oleh dinas penyelennggaraan terpadu

satu pintu. Lalu menilik dari wawancara penulis kepada Kepala seksi perizinan

Bapak Marsil Harzoni ST,MT yang menyampaikan bahwa * didalam
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mendata,izin usaha dibutuhkan untuk memreriksa semua persyaratan apakah
sudah terpenuhi atau belum. Hal ini bertujuan agar funsgi kegiatan

operasional berjalan dengan baik, dan memudahkan petugas untuk

menerbitkan izi g juge ' of ang diberikan tepat

signifikan da \ : arakat kalangan atas

akan ber gai es terhada aha. hibura sbabkan bisnis yang

bisa dinikmati kalangan atas sebab masyarakat kalangan bawah secara umum
tidak memiliki modal untuk membuka bisnis hiburan ini.

Berdasarkan penjelasan yang penulis dapatkan melalui wawancara dengan
kepala seksi pelayanan perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu terkait prosedur memperoleh izin usaha bahwasanya,

teruntuk pengusaha hiburan yang sudah beroperasi namun belum memiliki izin



usaha, pemohon wajib menyerahkan permohonan baik secara tertulis maupun
secara online melalui situs mpp Pekanbaru perihal perizinan tampat uasaha
yang mana Wali kota Pekanbaru menunjuk pejabat yang akan mengurus hal
tersebut berdasarkan pengisian. formulir izin-usaha yang sudah ditetapkan.

Biasanya usaha bisnis hiburan yang berdiri di lokasi sekitar Pemerintah
Kota sudah mengantongi_izin: resmi yang; diberikan oleh Badan Penanaman
Modal ‘dan Pelayana Terpadu Satu Pintu Pekanbaru. Tetapi masih terdapat
beberapa oknum yang mendirikian usaha ini secara ilegal dan tidak memiliki
izin resmi yang mana pengurusan izin usaha ini sudah dipermudah piha Dinas
Penyeleggaraan Terpadu Satu Pintu dengan sistem online. Bisnis barbershop
pangkas rambut ini hanya mendapatkan izin dari RT atau ketua pemuda
ditempat dan telah beroperasi bertahun — tahun di Pekanbaru.

Sayangya peristiwa sini sering kali tidakterjangkau oleh para penegak
hukum untuk ditindak lanjut. Secara umum polisi pamong praja sebagai aparat
hukum harus bertindak apabila ada laporan yang sekiranya meresahkan warga
yang disebabkan" berdirinya pangkas rambut...Di Pekanbaru khususnya
kecamata Bukit Raya banyak bisnis usaha yang tidak mempunya izin dan
malah disalahgunakan. Sebagai contoh menjadi transaksi narkoba dan hasil
curian. Namun faktanya masyarakat seakan enggan ikut campur dalam hal ini
dan menutup telinga, asal tidak melakukan kejahtan dan protsisusi.

Pihak yang mengalami kerugian dan terdampak langsung adalah
Pemerintah kota Pekanbaru, sebab tiadanya pemasukan pendapatan daerah

yang mana sumbernya berasal dari retribusi perizinan bisnis — bisnis tersebut.
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Merunut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru *No. 7 tahun 2000 “pelanggaran
pada ketentuan- ketentuan dalam peraturan daerah ini bisa diancam dengan

pidana kur’ngan paling lama 6(enam) bulan atau didenda paling banyak

|

Ini adalah penuturan A

1. Terdapat dua otoritas untuk lembaga pembuat aturan sesuai bidangnya :

a) Kewenangan yang diserahkan Yuridiksi kepada letak sikap pemerintah
yang bisa memunculkan keraguan berhubung pentingnya permasalahan
yang berada disekitar wilayah luar kantor yang sudah diatur.

b) Apabila otoritas penerbit putusaan tidak mempunyai kewenangan untuk

menciptakan keputusan terkait akuisisi kewenangan lembaga lainnya,
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kewenangan yang bergantung terhadap cakupan masalah dibatalkan diluar
pelayanan.

2. Putusan tidak boleh mengalami cacat hukum dalam peristiwa membentuk

Sl para pejabat

nan usaha

pokok dalam menentukan bisnis yang diterima agar tidak melenceng dari
peraturan yang seharusnya. Pemberian izin maupun perpanjangan izin usaha
hiburan adalah salah satu keputusan atau himbauan hukum publik yang
tercantum dalam administrasi publik yang mana pejabatnya adalah Wali Kota
Pekanbaru melewati Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Pekanbaru.
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Pada tiap keputusan penyelenggara negara memiliki akibat hukum, sebab
didalamnya terdapat hak dan kewajiban, khususnya di bagian izin usaha yang

mana para pelanggarnya akan merenima sanksi. Membahas tata cara dan syarat

[
;
1

A A AM)

mengatakan “dalam mengurus iz aha ada sejumlah persyaratan yang
wajib dilengkapi, hal ini dimulai dengan persetujuan RT,RW, ditempat. Jika
sudah mendapatkan persetujuan selanjutnya para pengusaha melakukan
pengurusan ke kantor lurah dan camat, lalu membawa berkas tersebut ke
kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pekanbaru”.
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Persentase diatas telah menjealaskan secara gamblang bahwa para
pengusaha merasa rumit dan keberatan atas persyaratan yang diberikan oleh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Namun syarat

an dalam Peraturan

rambut

Badan P

sudah le

LNt ALS.

‘-‘\\\\

Jawaban Re

No Responden
1 5
2 Tidak Ada 15
Jumlah 20

Sumber data: Dinas Penyelengraan Terpadu satu Pintu
Ada 15 pangkas rambut yang tidak terdata di Badan Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, disisi lain hanya 5 pangkas rambut yang
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mengantongi izin usaha yang mana masa berlakunya sudah lewat dan tidak
melaksanakan pendaftaran ulang pada tiap tahun.

Dari peristiwa yang penulis amati dilapangan masih banyak kekurangan

'
I us
o
ﬁ‘r
“

o

en
':
&

tinggal yaitu imb nya sebagai pengusaha kemudian menjadi pelaku usaha yang
tidak jelit dalam sewa — menyewa tempat yang dijadikan usaha”. Merangkum
pernyataan tersbut terkait dengan prosedur yang sudah ditetapkan, maka penulis
mengajukan pertanyaan yang lebih rinci kepada para pengusaha dengan

keterangan tabel dibawabh :
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Tabel 3.5

Jawaban Responden Pengusaha Warnet Tentang Kesulitan Dalam

Memperoleh Izin Usaha Di Kecamatan Bukit Raya

terdapat
Kota Pe

sulit dala

saling menguntungkan untuk membayar pemeras dan anak muda setempat.

Secara umum, kekuasaan harus bersifat formal agar kebijakan dapat
diimplementasikan dengan baik. Kekuasaan harus bersifat formal agar
kebijakan tersebut dapat dilaksanakan. Kekuasaan adalah legitimasi dari

pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.
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Hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Pelayanan Perizinan
(BPMPTSP Bpk. Masril Harzoni. ST, MT.) “Kewenangan disini adalah setiap

pangkas rambut memiliki izin tempat kerja dan usaha. Jika pelaku pangkas

rambut tidak m \ da ini, yar rsangkutan akan dikenakan

peratur
mendapatke

pelaksana jen Paj i ga Pangkas

No Jawaban Responden Responden

1 Melakukan Pembayaran 5

2 Sama Sekali Tidak Membayar 15
Jawaban 20

Sumber :Data Meneliti Penulis Tahun 2030/2021
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Melihat tabel di atas, sebanyak 5 (lima) responden menyatakan telah

membayar pajak izin usaha dan memenuhi Kkriteria yang ditetapkan

pemerintahan kota Pekanbaru, dan sebanyak 15 (lima belas) responden

QQ uk partisipasi masyarakat secara
luas dalam keuangan na ‘ j i
tambahan merupakan sumber pendapatan penting bagi negara untuk menutupi
pengeluaran pemerintah. Keadaan pengeluaran keuangan.
Negara secara mandiri adapun pajak sendiri mempunyai dua fungsi yaitu :
1. Fungsi Penerimaan (Anggaran). Pajak memiliki fungsi anggaran karena
merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk mendanai

pengeluaran pemerintah.



2)

2. Fungsi pengaturan pajak memiliki fungsi penyesuaian, karena pajak
merupakan instrumen bagi pemerintah untuk menyesuaikan perekonomian
dan masyarakat melalui kebijakan pajak yang berlaku. Fungsi penerimaan
(anggaran):merupakan fungsi utama perpajakan. Pajak merupakan sumber
pendapatan negara, pemungutannya digunakan untuk menutup keuangan
negara dan kemudian untuk menyediakan barang dan jasa kepada
pelayanan publik atau untuk melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan
kesejahteraan rakyat. Ini digunakan untuk mengumpulkan dana dari
pengeluaran daerah dan pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah
dari orang-orang yang tinggal di daerah tersebut (Bambang P, 2004 ; 39).
Perpajakan juga memainkan peran penting sebagai pengatur ekonomi dan
sosial. Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah dapat
digunakan sebagai instrumen untuk melaksanakan kebijakan pajak. Perpajakan
sebagai alat kebijakan, selain fungsi di atas, juga digunakan oleh pemerintah,
namun perpajakan memiliki fungsi yang berbeda. Dengan kata lain, ia
merupakan sarana pendistribusian pendapatan sedemikian rupa sehingga
distribusi pendapatan dalam masyarakat relatif seragam.
Penerapan sanksi terhadap Tempat Usaha Pangkas Rambut yang tidak
memiliki izin Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 7
Tahun 2000 Tentang Izin Tempat Usaha (Studi di Kecamatan Bukit Raya
Kota Pekanbaru)

Berdasarkan pengamatan penulis dan kuesioner yang penulis kirimkan

kepada responden, apakah pernah mendapatkan sanksi karena tidak memiliki
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izin usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor
07 Tahun 2000, 1zin membuka usaha sesuai jawaban responden dapat dilihat

pada tabel berikut :

-

|

AN \\L\]I\‘ '4

q
a
g

Ata Mene

Dari beberapa jawaban yang diberikan oleh responden di atas, penulis dapat
menyimpulkan bahwa dengan tidak adanya sanksi tegas bagi operator Pangkas
Rambut yang melanggar Peraturan Daerah PekanbaruNo. 07 Tahun 2000, hal
ini menentukan dan akan mengakibatkan kerugian bagi Kota Pekanbaru dari

sumber APBD yang berasal dari bidang perizinan.



Dalam wawancara penulis dengan Kepala Badan Perizinan Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Bapak Masril
Kharzonim. ST, MT “Jika kelompok kami secara rutin melakukan razia di
seluruh pangkas rambut yang.ada di kota Pekanbaru setiap bulannya, pada
pangkas rambut yang tidak memiliki dan tidak memiliki izin tersebut, kami
akan memberikan peringatan sehanyak:3/kali jika pemilik warnet masih tidak
mendengarkan atau tidak setuju. dengan surat kami, kami mengambil langkah
lebih agresif yaitu, kami menutup tindakan penegakan sampai pangkas rambut
mendapat izin dan menjatuhkan sanksi kepada non-profesional dalam
menjalankan tugasnya."

Untuk menjamin kelangsungan tumbuh dan berkembangnya dunia usaha
di Pekanbaru maka harus dilaksanakan suatu tatanan hukum yang lebih baik,
tertib usaha tentunya harus didukung oleh sumber daya manusia yang memadai
yang bekerja di-instansi pemerintah.

Menurut penulis, masalah kepegawaian - salah satu masalah yang timbul
sehubungan dengan peraturan daerah ini - adalah tidak adanya sanksi yang
tegas dalam hal pembuktian bahwa pengusaha telah melanggar aturan
perizinan. Misalnya, ada gugatan nyata yang tertunda terhadap pengusaha
pengusaha pangkas yang masih belum memiliki izin usaha, atau pengusaha
yang memiliki izin usaha tetapi telah habis masa berlakunya, dan jika
pemerintah melakukan razia setiap bulan, tentunya semua peserta dalam
pengusaha pangkas yang tidak memiliki izin dapat dibersihkan atau dimintai

izin, namun pada prakteknya masih banyak pengusaha pangkas di daerah yang



tidak memiliki izin, dan sanksi yang diberikan hanya berupa pengangkutan
kursi dan penyitaan peralatan. Tidak sampai tutup jika tidak ada tindak
kriminal pengusaha pangkas.

Berdasarkan dasar pemikiran tersebut,.aparat penegak.hukum tidak hanya
ditentukan oleh hukum itu sendiri, tetapi kapabilitas dan integritas aparat
penegak hukum tidak bergantung pada kemajuan dan sangat bergantung pada
kesadaran pribadi dan masyarakat terhadap faktor kepatuhan. Tentu saja, setiap
komunitas sosial kembali ke elemen budaya, dan orang-orang juga
mendefinisikan karakter mereka yang sebenarnya.

Pada akhirnya, keberadaan hukum yang baik tidak serta merta menjamin
masyarakat dengan hukum yang baik. Keberadaan polisi, jaksa, hakim, dan
pengacara sebagai lembaga penegak hukum langsung dan formal tidak
menjamin penuntutan atau,pelaksanaan supremasi hukum. Keberadaan
parlemen tidak serta merta memajukan demokrasi, sekalipun dipilih dengan
biaya tinggi. Penting juga untuk mempertimbangkan tindakan apa yang
diperlukan untuk menerapkan hukum dan peraturan dengan benar.

Karena masyarakat kita masih paternalistik, kita juga bisa memberi contoh
kepada masyarakat melalui peran aparat penegak hukum seperti polisi dan
hakim, sehingga meningkatkan kesadaran hukum. Tentu saja, jika semua hal di
atas dilaksanakan dengan benar, supremasi hukum akan ditegakkan. Hal ini
dikarenakan kesadaran hukum masyarakat bertujuan untuk meminimalkan
kemungkinan terjadinya kecurangan atau penyimpangan ketidakpatuhan yang

tidak sesuai dengan prosedur hukum (Fitriatus S, 2017 : 69)
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BAB IV

PENUTUP

dapat me

pemerintah kurang dalam menerapkan "Peraturan Daerah No. 07
tahun 2000 tentang Lisensi Tempat Usaha", menjadi masalah.

b. Pemerintah memberlakukan sanksi Peraturan Daerah Nomor 07
(Pemkot) tentang izin kursi komersial di Pekanbaru tahun 2000
yang seharusnya tidak dianggap sebagai hambatan, dan efek sanksi

yang tidak serius, membuat pelaku ekonomi percaya bahwa izin
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bentuk usaha tetap tidak penting, Penulis juga mencontohkan

bahwa beberapa pelaku ekonomi yang izinnya habis masa

berlakunya memeras individu pada saat dan sebelum razia,

Pemerintah Kota Pekanbaru direkomendasikan untuk menegakkan
pelaku bisnis yang tidak memiliki izin dan intens bahwa
Pegawasan diperlukan terhadap perusahaan pangkas rambut yang
tidak memiliki izin resmi yang telah dikeluarkan oleh kantor
investasi dan layanan layanan yang terintegrasi (BPMPTP) dari "

Pasal 7 Peraturan Kota Pekanbaru No. 07 tahun 2000 Pelanggaran
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ketentuan Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan penahanan

maksimum selama 6 (enam) bulan atau lebih sebagai Rp. 5.000.000
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Undang - Undang No. 23 Tahun 2014

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009

untuk kepentingan karya ang tidak ada hubungannya dengan

kegiatan politik dan jabatan Bapak/Ibu.
2. lsilah titik — titik dibawah ini dengan keadaan yang bapak/ibu alami
dengan sebenarnya

C. Lingkarilah jawaban yang tersedia di bawah ini sesuai dengan keadaan
yang dialami oleh Bapak/lbu dengan sebenarnya, selanjutnya saya

ucapkan terima kasih.
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